
 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  

NOMOR 43 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 

2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Menimbang :    a.   bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian saat ini  

serta untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan  

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur dalam melaksanakan fungsi legislasi dan 

pengawasan anggaran maka perlu dilakukan penyesuaian; 

 

                        b.  bahwa dan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

 

Mengingat :  1.  Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

SALINAN 



Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 

2017 Nomor 6 ); 

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 22); 

 

 
 

 
 
 

 
 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG  HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR 

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut : 

 

 

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 
berbunyi Sebagai Berikut : 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyiapkan rumah 

Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

melalui APBD. 

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum dapat 

menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD, dapat diberikan Tunjangan perumahan setiap 

bulan sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta 

Rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta 
Rupiah); dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah). 

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana Ayat (2) huruf 

a dan huruf b disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya, maka 

tidak menerima Tunjangan Perumahan. 

 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu ) ayat, 

sehingga Pasal 11  berbunyi sebagai  berikut : 

 
Pasal 11 

(1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi. 

(2) Besaran tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada 

Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). 

(3) Pimpinan DPRD sebagaimana Pasal 12 Ayat (1) tidak berhak 

menerima tunjangan transportasi. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan mobil dinas perorangan bagi 

Pimpinan DPRD. 



3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 16 

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf  b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD 

dan wakil ketua DPRD sebesar : 

a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua 

DPRD; 

b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi wakil 

ketua DPRD; dan 

c. Dana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 

b menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk 

semua biaya atau disebut lumpsum; dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

 

Ditetapkan  di Sampit 
pada tanggal  30 Desember 2020 

 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

TTD 
 

SUPIAN HADI 

Diundangkan  di Sampit 
pada tanggal  30 Desember 2020 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
TTD 

 

            SUPARMADI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 

NOMOR 43 

  


